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KEWENANGAN AD VO KAT DALAM MELIND ! Gl KERAHASIAAN 
DOKUMEN KLIEN 

Parameshwara • 

Mahmul Siregar
** 

Taufik Siregar
*** 

ABSTRAK 

Kewenangan yang dimiliki oleh profesi Advokat dalam melindungi 
dokumen dan berkas milik kliennya dari upaya penyitaan yang dimiliki oleh 
Penyidik menjadi permasalahan yang menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, Pasal 
19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Ten tang Advokat memberikan jaminan 
kepada Advokat untuk melindungi dokumen klien yang telah diserahkan 
kepadanya. Namun di sisi lain, Undang-undang Nomor 8 Tahun 198 1 Tentang 
Hukum Acara Pidana juga memberikan hak kepada penyidik untuk melakukan 
penyitaan termasuk penyitaan berkas dan dokumen. Dalam praktek keseharian 
advokat, kendala perlindungan t�r:.adal-1 klien yang nota bene adalah anggota 
masyarakat acapkali mendapat hambatan (constraint), terutama anggota 
masyarakat yang tersandung kasus pidana. lni disebabkan penafsiran dan 
pemahaman aparat penyidik dan penuntut yang berbeda dengan penafsiran dan 
pemahaman advokat terhadap norma )'Uridis berkaitan dengan hukum pidana 
materil dan hukum pidana formil terkait perlindungan dok.'l!men klien dan 
penyitaan oleh penyidik. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif artin a 
penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan didukung pula oleh 
data di lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan (field 
research) dipergunakan sebagai pendukung analisis normatif. Penelitian 
yuridis/hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal adalah penelitian 
yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 
(law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

·merupakan patokan atau prilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu 
sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah : Studi Dokumen dan Bahan Pustaka serta 
pedoman wawancara. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut 
dianalisis dengan pendekatan kualitatif tanpa menggunakan rum us statistika dan 
matematika. Data sistematis selanjutnya dianalisis untuk mendapat jawaban atas 
permasalahan dalam penelitian ini artinya data tersebut dianalisis secara yuridis 
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untuk memperoleh gambaran mengenai peraturan perundangan di bidang 
kewenangan, tanggung jawab dan pengaturan kode e.. advokat dalam 
melindungi dokumen klien. 

Advokat berwenang menurut hukum untuk melmi:hmgi 'erahasiaan 
dokumen klien, termasuk terhadap penyitaan oleh penyidik. Adv.oka1 oortanggung 
jawab untuk melindungi kerahasiaan dokumen klien, termasuk dari ,- akan 
penyitaan dokumen oleh pihak penyidik. Tanggung jawab advokat teirsebut 
merupakan konsekuensi yuridis dari hubungan hukum antara advokat dan 
kliennya yang bersifat trust and confidentiality. Untuk menjaga hubungan 
kepercayaan (trust) dibutuhkan suatu standar yang tinggi antara advokat dan 
masyarakat pencari keadilan, karena bagaimanapun juga tanpa standar etika yang 
tinggi untuk menjaga kepercayaan tersebut, maka keluhuran dan eksistensi profesi 
advokat akan runtuh serta kehilangan mak:na. 

Kewenangan advokat dalam melindungj kerahasiaan dokumen klien wajib 
diatur dalam Rancangan KUHAP yang barn, dan sebelum rancangan tersebut 
disahkan, perlu dibangun yurisprudensi yang kuat terkait hal tersebut, termasuk 
kesepahaman antar penegak hukum dalam men ikapi tanggung jawab advokat 
terhadap klien, sudah saatnya disepakati dalam memorandum of understanding 
antar institusi penegak hukum. Pinjam pakai dengan berita acara serah terima 
antara advokat dan penyidik bisa menjadi alternatif solusi' bagi conflict of interest 
penyitaan dan perlindungan kerahasiaan terutama dalam delik umum yang 
menyangkut kepentingan umum. 

Kata Kunci: 
- Kewenangan Advokat 
- Perlindungan Dokumen 
- Penyitaan Penyidik 
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THE AUTHORITY OF ADVOCATE IN PROTECTING 
CONFIDENTIALITY OF CLIENT'S DOCUMENT 

Parameshwara • 
Mahmul Siregar

** 
• *** 

Taufik Siregar 

Abstract 

The authority of advocate profession in protecting client's document 
under seizure trial of police becomes debatable issue. On one side, article 19 of 
Indonesia Advocate Law gives guarantee to advocate to p'"otect client's document 
that is in advocate hands. However, on the other side, Indonesia Criminal 
Procedure Law, UU No.8/1981, also gives authority for the police to confiscate 
include document that has been given to advocate by the client. In advocate daily 
activities, always get obstacles especially in protecting client's document, in this 
case citizen lawsuit Gustitia bellen) who is in criminal case. It is caused by the 
difference of assumption and understanding between police or prosecutor with the 
assumption of advocate related on the penal code material and penal code 
procedure regarding protecting of client's document and confiscation right of 
police. 

The kind of this research is namely juridical normatjve, it means that this 
research concerns in library research, supported by field data. Collecting data in 
field research is used to support analytical nonnative. Juridical research is also 
mentioned as doctrinal research, namely conceptual researeb as written on 
normative law (/aw in book). Norms are standard of human behavior. Therefore, 
the sources of data are secondary data, consist of primary matter of law, secondary 
matter of law and tertiary matter of law. Technique of collecting data in this 
research is documentary study and library references and interview. Secondary 
data is collected has been analyzed by qualitative approach without statistical and 
mathematic methode. Systematically analyzed to get answer of this issue, it means 
that data is analyzed juridically to get conclusion related on normative law of 
authority, responsibility and ethic code of advocate in protecting client's 
document. 

The authority of advocate, according to law, is to protect confidentiality 
of client's document, and also protected from tapping. Advocate's responsibility 
in protecting client's document include of protecting from confiscation of police 
and prosecutor. This responsibility is a juridical consequence of advocate-client 
trust and confidentiality relation. To keep trust relation needs high standard 
between advocate and citizen lawsuit, as without high standard to keep trust, all 
the law existence degree will ruin and meaningless. 
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The authority of advocate in protecting clien, s. dooument must be ruled 
in the new of Project Plan of Indonesia Criminal Procedu:rre Lav·l and before the 
Project Plan of Indonesia Criminal Procedure Law is Iegatize, i, needs strong 
jurisprudence action related on it, includes mutual understamil.m"" between law 
enforcers in assuming advocate's responsibility. Borrowing dooume: · between 
advocate, police and prosecutor can be wise solution to overcome nfl i t of 
interest in confiscating and protecting trust, especially public delict that relat1ed on 
public interest. 

Key words: 
- The authority of advocate 
- Client Protection 
- Confiscation of Police 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pengaruh dari l'u:ar 

memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk 

terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum 

bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan 

hak asasi manusia.1 

Menurut Abdul Kadir Muhammad, hak asasi manusia mendasari seluruh 

organisasi hidup bersama dan menjadi asas undang-undFillg. Makna hale asasi 

manusia menjadi jelas ketika pengakuan hak tersebut dipandang sebagai bagian 

humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menyadari tempat dan 

tugasnya di dunia ini. Sejarah humanisasi "hidup" pertama-tama di bidang moral, 

kemudian juga di bidang sosial politik melalui hukum. Prinsip-prinsip pengakuan 

manusia sebagai subjek hukum mulai dirumuskan sebagai bagian integral dalam 

tata hukum, pertama kali di Inggris, kemudian disusul oleh negara-negara lain. 

Diantara pengakuan akan hak asasi manusia tersebut yang terpenting adalah : 

a. Magna Charla: manusia berhak menghadap di pengadilan ( 12 15) 

1 Konsideran bagian "Menimbang'', huruf a,  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 
.<entang Advokat, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49. 
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of happiness (1776). 

egalite, fraternite, liberte (1791 )2. 

Progresi perjuangan hak asasi manusia itu juga berkembang seiring dengan 

besamya petisi nurani masyarakat dan untuk menjamin ketersediaan jaminan itu 

maka perlu dibarengi dengan kehadiran penegak hukum yang memberikan 

kontribusi terhadap perjuangan hak asasi manusia sebagai makhluk ciptaan Yang 

Esa. Sejarah perjuangan hak asasi manusia dan bak-hak sipil lainnya sudah terasa 

sejak hadimya profesi pembela. 

Pretor, istilah ini ada di Kerajaan Romawi kala masih berjaya. Dia dikenal 

sebagai pembela orang-orang tak mampu di depan hukum. Membela manusia 

yang disangkakan bersalah, tetapi belum tentu bersalah sebelum ada putusan 

raja.3Demikian pretor hadir sebagai pengejawantahan perlindungan humanitas 

terhadap masyarakat yang oleh penegak hukum lain dikualifikasikan bersalah 

meski praduga penegak hukum lain (sekarang: Polisi, Jaksa dan Hakim) tidak 

pasti benar. 

Dalam kenyataannya setiap negara memiliki sebuah organisasi atau 

lembaga yang memberikan jasa pelayanan hukum terhadap orang atau lembaga 

2 Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2006, Hal.5 

3 Irawan Santoso, Forum Keadilan, "Pretor II" No.16, 13 Agustus 2006, Jakarta, Hal. I I 
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